
SALINAN

BUPATl KUTAl KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATl KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATl KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentxikan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Perangkat Daerah
pada Badan Kepegawaian, Pendidikein dan Pelatihan
Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahtm 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan
Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daersih yang memimpin
pel^sanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kutai Kartanegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

5. Badan * adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Kepala Badan adalah Pejabat yang Memimpin Badan
Kepegawaiaan, Pendidikan dsm Pelatihan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

8. Kepala Bidang adalah Pejabat yang Memimpin Bidang
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang Memimpin Sub
Bagian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



10. Kepala Sub Bidang adalah Pejabat yang Memimpin Sub
Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Ksirtanegara.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB
adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yaing ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

13. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan
belajar mengajar dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam
suatu satuan organisasi negara.

15. Galon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat
CPNSD adalah pegawai yang baru ludus seleksi
penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah tahap
pertama yang belum mengikuti kewajiban untuk
memenuhi syarat pegawai negeri sipil daerah dengan gaji
100 % yang gajinya presentase 80 % berdasarkan surat
keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman
pada undang-undang yang berlaku.

16. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD
adalah pegawai negeri sipil daerah yang gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan bekeija pada Pemerintah Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekeijakan diluar
instansi induknya.

17. Nomor Identitas PNS selanjutnya disingkat NIP adalah
nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang
memuat tahim, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan
pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
jenis kelamin dan nomor urut.

18. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan peijanjian keija yang bekeija pada instansi
pemerintah.

19. Peijanjian Keija yang selanjutnya disingkat PPPK adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan peijanjian keija untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

20. Laporan Kineija Instansi Pemerintah disebut LKjlP adalah
iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kineija yang disusim berdasarkan
rencana keija yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
APBD.



21. Peijanjian Kineija adalah keluaran atau hasil dari
kegiatan atau program yang hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.

22. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah
dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahim.

23. Rencana Keija yang selanjutnya disingkat RENJA adalah
dokumen perencanaan satuan keija perangkat daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Peijanjian Kineija adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kredibilitas dan
keluaran terukur.

25. Laporan Kineija Instansi Pemerintah selanjutnya
disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kineija yang disusun
berdasarkan rencana keija yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD.

26. Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara
selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta
kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam
formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam
Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.

27. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh
harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan
dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarta dan Reformasi
Birokrasi.

28. Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P
adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib
disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai
Negeri Sipil Daerah Golongan Ill.a keatas sesuai dengan
penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.

29. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan
yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa
jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada
DPRD.

30. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah
laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana
Keija Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh
kepala daerah kepada Pemerintah.






































